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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENGERTIAN NEGARA HUKUM 

DI INDONESIA, PENGERTIAN PERBANKAN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN 

ATAS UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN, 

DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK 

A. Negara Hukum di Indonesia 

1. Pengertian Negara Hukum 

Pemikiran mengenai negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, 

jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu merupakan 

gagasan modern yang multi perspektif dan selalu aktual. Apabila melihat 

sejarah, perkembangan pemikiran filsafat mengenai negara hukum dimulai 

sejak tahun 1800 S.M. (Marbun, 1997, p. 9) Perkembangannya terjadi 

sekitar abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Menurut Jimly Ashiddiqie, 

gagasan pemikiran mengenai negara hukum berkembang dari tradisi 

Yunani Kuno. (Ashiddiqie, 1994, p. 11) 

Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah Negara yang berdiri 

di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan 

tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa 

baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun 

menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan 

kondisi masyrakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi 

keadilan itu sendiri. (Azhary, 1992, pp. 72–74) 
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Senada dengan pendapat Aristoteles, Negara Hukum menurut Abdul 

Aziz Hakim adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi 

warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat 

perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau 

dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan 

keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Pengertian lain negara hukum 

secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum 

yang berarti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh 

penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara 

harus berdasarkan atas hukum. 

Wirjono Projadikoro menggabungan kata-kata Negara dan Hukum, 

yaitu istilah Negara Hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya 

meliputi : (Hakim, 2011, p. 8) 

a. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan 

dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga 

negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh 

sewenangwenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-

peraturan hukum yang berlaku; dan  

b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada 

peraturanperaturan hukum yang berlaku. 

Sementara itu, Sudargo Gautama mengemukakan, ada tiga ciri atau 

unsurunsur Negara Hukum, yakni :(Hakim, 2011, p. 10) 
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a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, 

maksudnya adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, 

tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak 

terdapat negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa; 

b. Asas Legalitas yang berarti bahwa setiap tindakan negara harus 

berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus 

ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya; dan 

c. Pemisahan Kekuasaan. 

Pendapat diatas berdasarkan pendapat yang dikemukan oleh F.J. 

Stahl yang mengemukakan bahwa elemen dari negara hukum antara lain : 

(Hakim, 2011, p. 10) 

a. Adanya jaminan atau hak dasar manusia;  

b. Adanya pembagian kekuasaan Pemerintah berdasarkan peraturan 

hukum; dan 

c. Adanya peradilan administrasi negara. 

Konsep Negara Hukum dalam Anglo Saxon, dikemukakan Albert 

Van Dicey  salah seorang pemikir Inggris yang juga seorang penulis buku 

mengemukakan, ada tiga (3) unsur utama the rule of law, yakni : (Hakim, 

2011, p. 13) 

a. Supremacy of law adalah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam 

suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum); 
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b. Equality before the law adalah kesamaan bagi kedudukan di depan 

hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun sebagai 

pejabat negara; 

c. Constitution based on individual right adalah konstitusi itu tidak 

merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi manusia 

diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak 

asasi manusia itu harus dilindungi. 

2. Indonesia sebagai Negara Hukum 

Menurut Utrecht, prinsip-prinsip negara hukum berkembang sering 

dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua 

macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum 

klasik dan negara hukum materiil atau negara hukum yang bersifat 

modern. Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada 

tugas negara. Dalam negara hukum formil, tugas negara adalah 

melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan 

ketertiban atau leih dikenal sebagai negara penjaga malam 

(nactwackerstaats). Sementara dalam negara hukum materiil, tugas negara 

tidak hanya sekedar menjaga ketertiban saja, melainkan juga untuk 

mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (welfarestate). 

(Uthrech, 1962, p. 9) 

Konsep negara hukum materiil menjadikan tugas utama negara 

sebagai pelayan bagi masyarakat (public service), dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. 
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Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan 

dan fungsi pemerintah (bestuurfunctie) dalam negara-negara modern. 

Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum 

klasik, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang 

ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. (Tjandra, 2014, p. 1) 

Anthony Giddens mengatakan, konsep fungsi negara yang demikian 

tersebut menjadikan negara mempunyai sifat intervensionis, artinya bahwa 

negara selalu akan ambil bagian dalam setiap gerak dan langkah 

masyarakat dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh 

karenanya dalam Negara kesejahteraan tidak jarang tugas negara menjadi 

sangat luas dan menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat (warga 

negara) dalam segala bidang. bahkan di beberapa negara tertentu negara 

juga masuk dalam kehidupan privat warga negaranya (missal : 

perkawinan, agama, dan lain sebagainya). (Giddens, 1998, p. 100) 

Indonesia sebagai negara yang lahir pada era modern, tentu tidak 

lepas dari pengaruh model-model negara hukum yang telah ada 

sebelumnya. Namun, Maria Farida berpendapat bahwa prinsip negara 

hukum Indonesia adalah negara pengurus (Verzonginstaat). Apabila 

dicermati secara sungguh-sungguh konsep negara hukum ini hampir sama 

dengan konsep negara hukum kesejahteraan. Hal tersebut juga ditegaskan 

melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea 

IV. Hal yang menjadikan prinsip negara hukum Indonesia mirip dengan 

kesejahteraan adalah frasa kesejahteraan] yang dipertegas dalam aline IV, 
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pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

tersebut. Penegasan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa negara 

Indonesia tidak hanya harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 1 ayat (3) 

UUD NRI 1945). Namun, juga menjadikan kesejahteraan rakyatnya 

sebagai prioritas dalam tujuan dibentuknya negara. (Indrati, 1998, p. 1) 

B. Perbankan Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

1. Pengertian Perbankan Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan 

Bank merupakan bagian dari sitem keuangan dan sistem pembayaran 

suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah 

menjadi bagian dari sistem keuangan dan pembayaran dunia. Undang-

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, memberikan pengertian 

tentang bank, dimana pengertian tersebut juga tercantum di dalam 

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan 

Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank 

yang menyatakan bahwa : 

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.” 
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Dalam Black’s Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai : (Blacks, 

1990, p. 465) 

“an institusion, usually incopated, whose business to receive 

money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial 

paper, make loans, and issue promisoory notes payable to 

bearer known as bank notes”. 

 

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia, pengertian bank dapat 

dirumuskan sebagai berikut : (Kleyn, 1978, p. 492) 

“Usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan 

uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di 

lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.” 

 

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat ditemui dalam 

kamus istilah hukum Fockema Andreae yang mengatakan bahwa : 

(Hermansyah, 2011, pp. 7–8) 

“Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang 

menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan 

uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan 

adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai 

tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga 

yang dalam pekerjaanya secara teratur menyediakan yang 

untuk pihak ketiga.” 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa 

keuangan. Bank sebagai badan hukum secara yuridis merupakan subjek 

hukum yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. 

Pengertian perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, yang menentukan bahwa : 

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya.” 



34 
 

 

 

Perbankan menurut Hermansyah Abdulrahman, sebagai berikut : 

(Hermansyah, 2011, p. 8) 

“Perbankan (banking) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan 

dalam menjual/membelikan mata uang, surat efek dan 

instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan 

deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk 

mendapat bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-

pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, 

penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk 

disimpan.” 

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbankan 

merupakan serangkaian peraturan mengenai proses kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh bank, yaitu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. 

2. Jenis-Jenis Bank 

Dilihat dari jenis usahanya, Bank dibedakan menjadi : 

a. Bank Umum 

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Bank 

Umum ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank 

Perkreditan Rakyat ialah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha 
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secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Dilihat dari jenis kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi 2 

yaitu sebagai berikut: 

a. Bank Milik Pemerintah 

Bank Milik Pemerintah, maksudnya adalah modal dari bank yang 

bersangkutan berasal dari pemerintah. 

b. Bank Milik Swasta 

1) Swasta Nasional, mempunyai arti bahwa modal bank yang 

bersangkuutan dimiliki oleh orang atau badan hukum Indonesia; 

2) Swasta Asing, mempunyai arti bahwa modal bank tersebut dimiliki 

oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing. Dalam hal 

ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari 

negara asal bank yang bersangkutan; 

3) Bank Campuran, merupakan bank umum yang didirikan bersama 

oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia 

dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum 

Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, 

dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. 

Dilihat dari jenis segi kepemilikannya, bank dapat dibedakan 

menjadi 2 yaitu sebagai berikut: 

a. Bank Devisa 
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Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia 

untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing. 

b. Bank Non Devisa  

Bank yang tidak dapat melakukan usaha dibidang transaksi 

valuta asing. 

3. Fungsi Bank 

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat memiliki peran yang 

cukup penting, karena lembaga perbankan khususnya bank umum 

merupakan instisari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan 

lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga 

keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, 

swasta maupun perorangan untuk menyimpan dananya, melalui kegiatan 

perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua 

sektor perekonomian. 

Kehadiran bank berdampak semakin penting di tengah masyarakat. 

Hal tersebut semakin terlihat apabila memperhatikan fenomena transaksi 

bisnis yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dikalangan pebisnis 

dalam dekade terakhir ini. Sistem pembayaran yang dilakukan mengarah 

kepada sistem pembayaran giral yakni menggunakaan instrumen surat 

berharga. Oleh sebab itu, bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola 

dana-dana masyarakat, sangat dituntut keahliannya untuk mengelola 

masalah ini. 
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Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah 

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan ini, 

tercermin fungsi bank sebagai perantarapihak-pihak yang kekurangan dan 

memerlukan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan 

dan memerlukan dana (lacks of funds). 

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak 

semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal 

yang non ekoomis seperti menyangkut stabilitas politik dan stabilitas 

sosial. Hal ini diatur dalam Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu Perbankan Indonesia bertujuan 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional 

ke arah peningkatan kesejahteraan banyak rakyat. 

C. Kredit Dan Jaminan Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan 

1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin credere yang berarti 

kepercayaan. Dalam bahasa Belanda istilahnya vertrouwen, dalam bahasa 

Inggris faith atau trust or confidence artinya percaya. (Sutarno, 2013, p. 2) 

Kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur dalam waktu 

dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau 
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dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan. Menurut O.P 

Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) 

dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu 

mendatang. (Usman, 2011, p. 236) 

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, yang menyatakan bahwa : 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.” 

 

Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian, yang menyatakan bahwa : 

“Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan 

Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan 

perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam 

jangka waktu tertentu dan membayar jasa.” 

 

Pasal 1 ayat 32 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II /2017 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, 

yang menyatakan bahwa : 

“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan 

pembayaran sejumlah imbalan.” 
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Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur 

dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) 

secara tertulis. Dalam undang-undang perbankan tidak ditemukan istilah 

dari perjanjian kredit. (Djumhana, 2016, p. 501) 

Istilah perjanjian kredit dapat dilihat dalam instruksi pemerintah 

yang ditujukan kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam setiap 

pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian 

kredit. (Badrulzaman, 2016, p. 261) 

Beberapa pakar hukum berpendapat demikian, bahwa perjanjian 

kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana 

yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subekti 

berpendapat, bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu 

diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu 

perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. (Usman, 

2016, p. 24) 

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badrulzaman, 

bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip 

dengan perjanjian pinjam uang menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Pasal 1754 yang berbunyi : (Sutarno, 2013, p. 2) 

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak 

yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu 

barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat 
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bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah 

yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.” 

 

Pasal 1 butir 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan 

Perbankan yang menyatakan bahwa :  (Herlien Budiono, 2008, p. 2) 

“Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan 

yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah 

kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak 

debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima 

dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya 

yang disepakati.” 

 

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka 

perjanjian kredit adalah perjanjian pokok sedangkan perjanjian jaminan 

adalah perjanjian ikutan atau accesoir artinya ada dan berakhirnya 

perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). 

Perjanjian kredit harus mendahului perjanjian jaminan, tidak mungkin ada 

perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian kredit. Sejak ditandatangani 

perjanjian kredit, koperasi sebagai kreditur sudah mencatat adanya 

kewajiban menyerahkan uang kepada debitur, oleh koperasi disebut 

mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian. 

Adanya kewajiban menyerahkan uang tersebut dalam pembukuan 

koperasi dicatat dalam posisi Of Balanced yang dalam akuntansi disebut 

komitmen. Komitmen artinya koperasi setiap saat siap untuk menyerahkan 

uang kepada debiturnya sesuai permintaan debitur sepanjang memenuhi 

syarat yang diatur dalam perjanjian kredit. Jika koperasi secara riil telah 

menyerahkan uang maka koperasi akan mencatat dalam pembukuannya 

pada sisi On Balanced artinya perjanjian kredit benar-benar terjadi dan 
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berlaku. Jadi meskipun perjanjian kredit telah ditandatangani koperasi dan 

debiturnya tetapi jika debitur belum menarik uangnya maka perjanjian 

kredit dianggap belum terjadi. (Sutarno, 2013, p. 2) 

Ruang lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering pula dalam 

prakteknya peminjam diminta memberikan representations, warranties, 

dan covenants. Yang dimaksud representations adalah keterangan-

keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian 

kredit. Adapun warranties adalah suatu janji, misalnya, janji bahwa si 

debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau aset yang telah 

dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan 

covenants adalah janji untuk melakukan sesuatu, misalnya, seperti janji 

bahwa si debitur tidak akan menjual atau memindahtangankan seluruh 

atau sebagian besar asetnya tanpa seizin kreditur. (Djumhana, 2016, p. 

501) 

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus karena perjanjian 

kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, 

pengelolaannya, maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Ch. 

Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai Sekitar Klausul-klausul 

Perjanjian Kredit Bank, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, di 

antaranya : (Usman, 2016, p. 26) 

a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok; 

b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-

batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur; 
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c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring 

kredit.  

Pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara 

tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notarial. 

Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai panduan bank dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian 

kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan 

kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin 

dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum pemberian kredit 

dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis 

yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan 

perlindungan yang memadai bagi bank. 

2. Unsur-Unsur Kredit 

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Undang-Undang 

sebagaimana tersebut di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan 

digolongkan sebagai kredit sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut : (Bahsan, 2017, p. 76) 

a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan penyediaan uang. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh 

koperasi. Koperasi adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui 

pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah 

kredit atau plafon kredit; 
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b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

kreditur dengan debitur atau pihak lain. Persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. 

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di buat oleh koperasi 

dengan pihak debitur yang diwujudkan dengan bentuk perjanjian 

kredit; 

c. Adanya kewajiban melunasi hutang. Pinjam-meminjam uang adalah 

suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai 

dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit oleh koperasi kepada 

debitur, maka debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit 

sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang 

biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit; 

d. Adanya jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang ditetapkan 

merupakan batas waktu kewajiban koperasi untuk menyediakan dana 

pinjaman dan menunjukan kesempatan dilunasinya kredit. Jangka 

waktu suatu kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku 

pada masing-masing koperasi dan mempertimbangkan tujuan 

penggunaan kredit serta kemampuan membayar dari calon debitur 

setelah dinilai kelayakannya; dan 

e. Adanya pemberian bunga kredit. Koperasi menetapkan suku bunga 

atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga 

atas uang yang dipinjamkan dan disetujui koperasi kepada debitur, 
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namun sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang 

koperasi oleh debitur. 

Menurut Drs. Thomas Suyatno et.al dalam bukunya Dasar-dasar 

Perkreditan, dapat disimpulkan adanya unsur-unsur kredit yaitu : 

(Djumhana, 2016, p. 261) 

a. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi 

yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan 

benar - benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di 

masa yang akan dating; 

b. Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang 

akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio 

dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang 

yang akan diterima pada masa yang akan datang; 

c. Degree of Risk adalah tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat 

dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin 

lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena 

sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari esok yang akan 

datang itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak 

dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur 

risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul adanya jaminan 

untuk pemberian kredit; dan 
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d. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, 

tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan 

modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi 

kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek 

perkreditan. 

3. Fungsi Kredit 

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk 

merangsang bagi pihak kreditur dan debitur untuk saling menolong dalam 

tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan 

sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukan prestasi 

yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau 

mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang 

memberi kredit, secara materiil kreditur harus mendapatkan rentabilitas 

berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan obyek 

kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu 

pihak lain untuk mencapai kemajuan. 

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomi baik 

bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada 

tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun 

kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan 

apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan 

kesejahteraan. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka 
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sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan 

mempunyai fungsi : (Djumhana, 2016, p. 106) 

a. Meningkatkan daya guna uang  

Apabila uang hanya disimpan saja maka tidak akan 

menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan pemberian kredit 

sehingga uang tersebut dapat dipergunakan untuk menghasilkan 

barang atau jasa oleh penerima kredit. 

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Adanya pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur kepada 

debitur maka akan ada suatu peredaran uang yang berarti bahwa uang 

itu akan beredar dari wilayah satu ke wilayah lain.  

c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

Pemberian kredit yang dilakukan kreditur kepada debitur dapat 

digunakan oleh debitur untuk mengelola barang yang tadinya tidak 

berguna atau tidak memiliki nilai menjadi berguna atau bermanfaat.  

d. Salah satu alat stabilitas ekonomi 

Keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan 

kepada usaha-usaha antara lain pengendalian inflasi, peningkatan 

ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. 

e. Meningkatkan kegairahan berusaha 

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha 

tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang 
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permodalan. Sehingga dengan adanya pemberian kredit maka mampu 

meningkatkan keinginan untuk membangun usaha.  

f. Meningkatkan pemerataan pendapatan 

Bantuan kredit maka para pengusaha dapat memperluas usahanya 

dan mendirikan proyek-proyek baru sehingga dapat memberikan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang akhirnya dapat 

meningkatkan pemerataan pendapatan.  

g. Meningkatkan hubungan internasional 

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha 

dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung 

maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam 

negeri. 

4. Pengertian Jaminan Kredit 

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung 

sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang 

di maksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. 

Pengaturan umum tentang jaminan diatur dalam Pasal 1131 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :  

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun 

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan 

ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 

perikatan perorangan.” 

 

Menurut Thomas Suyatno menyatakan bahwa jaminan adalah 

penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk 

menanggung pembayaran kembali atas suatu hutang. Sedangkan menurut 



48 
 

 

Hartono Hadisaputro, jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur 

kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan 

memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari 

suatu perikatan. (Abdullah, 2007, pp. 102–103) 

Undang-Undang Perbankan yang diubah melalui Pasal 29 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengamanatkan 

bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib menempuh cara-

cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

mempercayakan dananya kepada bank. Sebelumnya dalam Pasal 8 dan 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang 

diubah menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 

(Usman, 2011, p. 236) 

Adapun yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit menurut 

Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 

23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian 

Kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi 

kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh 

keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus 
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melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, 

agunan, dan prospek usaha dari debitur. 

Jaminan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan kredit 

debitur apabila debitur wanprestasi. Subekti menyatakan bahwa karena 

lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan 

pemberian kredit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian 

hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetapi kembali 

dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankan. (Usman, 2011, p. 

237) 

5. Macam-Macam Jaminan 

Jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi 

berdasarkan sudut pandang tertentu. Secara garis besar, macam-macam 

jaminan dapat dibedakan sebagai berikut : (Gunawan Widjaja dan Ahamad 

Yani, 2008, pp. 12–13) 

a. Menurut cara terjadinya 

1) Jaminan yang lahir karena undang-undang  

Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan 

jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang-undang, tanpa 

adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa 

segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang 

baru akan ada dikemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk 

segala perikatannya. 
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Seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. 

Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya 

kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual 

kepada umum, dan hasil penjualan benda tersebut dibagi antara 

para kreditur, seimbang dengan besar piutang masing-masing 

(Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 

2) Jaminan yang lahir karena diperjanjikan  

Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang-undang, sebagai 

bagian dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, undang-

undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian 

penjaminan yang ditujukan untuk pelunasan atau pelaksanaan 

kewajiban debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan ini 

merupakan perjanjian assesior yang melekat pada perjanjian pokok 

yang menerbitkan utang piutang diantara kreditur dan debitur. 

Contohnya adalah hipotek, hak tanggungan, gadai, fidusia dan lain 

-lain. 

b. Menurut objeknya 

1) Jaminan yang berobjek benda bergerak 

Benda yang dijadikan sebagai jaminan adalah benda 

bergerak. Benda bergerak adalah benda yang baik sifat dan 

menurut undang-undang ditetapkan sebagai benda bergerak. Maka 

pembebanannya dengan menggunakan gadai, fidusia, cessie dan 

account receivable.  
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2) Jaminan yang berobjek benda tidak bergerak atau benda tetap.  

Benda yang dijadikan sebagai objek jaminan adalah berupa 

tanah dan benda-benda lain yang melekat, maka pembebanannya 

adalah dengan menggunakan hak tanggungan atas tanah. 

c. Menurut sifatnya  

1) Jaminan bersifat umum 

Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan 

bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta 

debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.  

2) Jaminan bersifat khusus 

Jaminan bersifat khusus merupakan jaminan dalam bentuk 

penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai 

jaminan atas pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada 

kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu 

tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya 

jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan 

antara debitur dan kreditur.  

3) Jaminan yang bersifat kebendaan 

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu 

yang dijadikan jaminan (zakelijk). Jaminan ini dilembagakan dalam 

bentuk hipotik, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Jaminan 

kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar 
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jura in re aliena, dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan 

dan publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan 

yang dijaminkan tersebut. Ciri-cirinya adalah : 

a) Berhubungan langsung atas kebendaan tertentu;  

b) Dapat dipertahankan terhadap siapapun;  

c) Selalu mengikuti bendanya (droit de suite);  

d) Memberikan hak mendahului (droit de preference) kepada 

kreditur pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas 

penjualan kebendaan yang dijamin secara hak kebendaan 

tersebut, dalam hal debitur melakukan wanprestasi atas 

kewajibannya tehadap kreditur. 

4) Jaminan yang bersifat perorangan 

Jaminan yang bersifat perorangan yaitu adanya orang tertentu 

yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur 

wanprestasi. Pada penjaminan yang bersifat perseorangan, tuntutan 

guna memenuhi pelunasan utang yang dijamin hanya dapat 

dilakukan secara pribadi oleh kreditur sebagai pemilik piutang 

dengan penjamin, dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan 

pihak lainnya dengan alasan apapun juga. 

d. Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya 

1) Yang menguasai benda jaminannya 

Bagi kreditur penguasaan benda jaminan dirasa lebih aman, 

terutama untuk benda bergerak yang mudah dipindah tangankan 
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dan berubah nilainya. Contoh jaminan yang menguasai bendanya 

adalah gadai; 

2) Tanpa menguasai benda jaminannya  

Untuk jaminan yang tidak menguasai bendanya misalnya 

adalah hipotek. Hal ini menguntungkan debitur karena tetap dapat 

memanfaatkan benda jaminan. 

D. Prinsip Kehati-Hatian 

Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas atau 

prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan 

usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana 

masyarakat yang dipercayakan padanya.  

Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati - hatian. 

Ada satu pasal dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 

29 ayat (2), (3) dan (4) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. 
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Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan 

bahwa :  

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, 

rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 

bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-

hatian; 

2. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah 

dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara 

yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang 

mempercayakan danannya kepada bank; 

3. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi 

mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan 

transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.  

Jika memperhatikan judul Bab V Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (terdiri dari Pasal 29 s/d Pasal 37B), maka Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan pasal yang termasuk 

dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan prudent 

banking sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. 

Lebih khusus lagi menurut Anwas Nasution, ketentuan prudent banking 
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termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit. Sebenarnya 

pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal 

sebelumnya, seperti Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan. 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa, 

“Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajiib mempunyai keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan 

yang diperjanjikan.” 

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan 

bahwa Bank Umum dilarang : 

1. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 huruf b dan huruf c;  

2. Melakukan usaha perasuransian;  

3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 dan Pasal 7. 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan 

bahwa :  

1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian 
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jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, 

yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok 

peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam 

kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan; 

2. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh 

melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian 

jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, 

yang dapat dilakukan oleh bank kepada :  

a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih 

dari modal disetor bank;  

b. Anggota dewan komisaris;  

c. Anggota direksi; 

d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 

dan huruf c;  

e. Pejabat bank lainnya; dan 

f. Perushaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari 

pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf e.  
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4. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh 

melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh BI. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sama sekali tidak 

menjelaskan mengenai prinsip kehatihatian, baik pada bagian ketentuan 

maupun dalam penjelasannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan di atas. Dalam bagian akhir Pasal 29 ayat (2) ayat (2), 

(3) dan (4) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan misalnya 

disebutkan bahwasanya bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip 

kehatihatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara 

tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, 

likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. 

Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan. Dalam pada 

itu, dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prisnsip 

kehatihatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern 

dalam bentuk self regulations. 
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Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehatia-hatian bank ini adalah 

adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan 

timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang 

dilakukan melalui bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4)  

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatas.  

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian 

nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal 

kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus 

menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut 

dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal, dan kualitas aset. 

Apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, bank dianggap telah 

melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal 

bank bertindak sebagai perantara penempatan danan dari nasabah atau 

pembelian / penjualan Surat Berharga untuk kepentingan dan atas perintah 

nasabahnya. Walaupun ketentuan ini terkesan berlebihan, tetapi ketentuan ini 

menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggungjawab terhadap para 

nasabahnya. Hal ini penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan baik 

dan berkelanjutan dengan nasabahnya. Sebab, jika sekali nasabah dirugikan 

akibatnya nasabah selamanya tidak akan percaya kepada bank bersangkutan. 

Hal ini juga relevan dengan konsep hubungan antara bank dan nasabahnya, 

yang bukan hanya sekedar hubungan debitur- kreditur semata, melainkan lebih 

dari itu sebagai hubungan kepercayaan (fiduaciary relationship). 
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Pengaturan prudent banking saat ini sudah cukup banyak, bahkan sudah 

seringkali dilakukan revisi atau pergantian, baik stelah lahirnya Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Regulasi tersebut sebagian besar 

diwujudkan dalam bentuk Surat Edaran dan SK Direksi Bank Indonesia. 

Aturan-aturan tersebut misalnya : 

1. SK BI 30/11/KEP/DIR/1997, tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan 

bank; 

2. SK BI 30/12/KEP/DIR/1997, tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan 

Bank Perkreditan Rakyat; 

3. SK BI 30/46/KEP/DIR/1997, tentang pembatasan pemberian kredit oleh 

bank umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah; 

4. SE BI 31/16/UPPB/1998 tentang batas maksimum pemberian kredit bank 

umum; 

5. SK BI 31/177/KEP/DIR tentang batas maksimum pemberian kredit bank 

umum; 

6. SE BI 31/17/UPPB/1998 tentang posisi devisa neto bank umum; 

7. SE BI 31/18/UPPB/1998 tentang pemantauan likuiditas bank umum; 

8. SK BI 31/179/KEP/DIR tentang pemantauan likuiditas bank umum; 

9. SK BI 31/148/Kep/DIR/1998 tentang pembentukan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif; 

10. SK BI 31/147/KEP/DIR/1998 tentang kualitas aktiva produktif; 

11. SK BI 331/178/KEP/DIR/1998 tentang posisi devisa neto bank umum; 
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12. Peraturan BI 2/16/PBI/2000 tentang perubahan SK Direksi BI 

31/177/KEP/DIR/1998 tentang batas maksimum pemberian kredit; 

13. Peraturan BI 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal 

minimum bank; 

14. Peraturan BI 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank; 

15. Peraturan BI 6/25/PBI/2004 tentang rencana bisnis bank umum; dan 

16. Peraturan BI 7/4/PBI/2005 tentang prinsip kehati-hatian dalam aktivitas 

sekuritisasi asset bagi bank umum. 

Prinsip mengenal nasabah nasabah diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah 

adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan 

dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari  berbagai 

kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan 

aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan 

reputasi lembaga keuangan. Bank juga harus berpedoman pada Prinsip 5C 

diantaranya : (Djoni S Gazali, 2010) 

2. Character, berkaitan dengan sifat, watak, dan mora dari si pemohon 

kredit; 

3. Capacity, kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan 

usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan; 

4. Capital, dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian 

terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit; 
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5. Collateral, jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan 

sarana pengaman (back up) atas risiko yang mungkin terjadi atas 

wanprestasinya nasabah di kemudian hari; 

6. Condition of Economy, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor 

usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk 

memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi 

ekonomi tersebut. 

Bank juga harus berpedoman pada Prinsip 5P diantaranya : (Djoni S 

Gazali, 2010) 

1. Product : Produk; 

2. Price : Harga; 

3. Place : Tempat; 

4. Promotion : Promosi; dan  

People : Orang. 


